
GTJBERNUR LAMPIING

PERATURAII DAERAH PROVITSI LAMPUNG
NOMOR 1s TNIUN 2021

TENTANG
PERUBAIIAIT AN(X}ARAN PENDAPATAN DAIT BELAI{JA DAERAH

PROVIISI LI\}IPUITG TAHUIT AN(X}ARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUIIAN YAI{G MAIIA ESA

GT'BERNI'R LAMPUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun2021 yang dijabarkan ke dalam
Perubahan Kebljakan Umum APBD serta perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada
tanggal 6 bulan Agustus tahun 2O2l;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi t^ampung Tahun Anggaran 2021;

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang
Perbendaharaan
Indonesia Tahun

Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Negara (kmbaran Negara Republik
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



.'

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1l tahun
2020 tentang Cipta Kerja (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2lO, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan t ayanan Umum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahwn 2Ol2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
la.yanan Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Elantuan Keuangan partai politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor lg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g72l,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturaa pemerintah Nomor 1 Tahun 20 1g tentlng
Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor iTahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai
Politik;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi ta.mpung (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan kmbaran negara
Republik Indonesia Nomor 5107);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor I 2 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2O11 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah darr Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
7s4l;

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O7Z
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelal<sanaan dan pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Da_lam Negeri Nomor 36 Tahun 201g
tentang Tata Cara penghitungan, penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaeratr, dan TertibAdministrasi Pengajuan, penyaluran, dan l,aporan
Pertanggunglawaban penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2Otentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran ZOit;
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DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAIT DATRAII PROVITSI LA}IPUIVG TEITTANG
RANCAI{GAIT PERI'BAHAN A.IIGGARAN PEITDAPATAI{ DAN
BELANJA DAERAH PROVIilSI LA}IPT'NG TAIIT'N ANGGARAIT
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
{*" yang bersumber ,dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dlngan tu;uan untulmembantu mendanai kegiatan khusus -yang 

merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

22. Peraluran Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2O2O
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l,ampung Tahun Anggararr 2O2l;

24. Peraturan Daerah Provinsi l"ampung Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan
kmbaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O3-41O7 Tahun
2O2l tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung;

GUBERNUR LAMPUNG

7
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8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggarzrn berikutnya;

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yarlg mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak
lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, pedanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencana€rn daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun;

14. Rencana Ke{a dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah;

16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi, Bupati bagi daerah
kabupaten, atau Wali kota bagi daerah kota;

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

18. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar
Rp7.480.925.281.643,14 bertambah sebesar Rp76.572.57O.30S,40 sehinsga
menjadi Rp7 .557 .497 .851 .948,54 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp7.593.705.281.643,14
b. Berkurang Ro (55.554.508.833.64)
JumlahPendapatanDaerahsetelahperubahan Rp7.53g.l50.7z2.gog,so

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp7.480.925.2A1.643,14
b. Bertambah Rp 76.572.570.30 5,40

Pemerintah Daerah yang diakui
dalam periode tahun anggaran

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp7 . 557 .497 .85 L948, 54
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3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 58.790.0OO.OO0,O0
2) Bertambah Rp 132.127 .O79 .r39 ,O4

JumlahPenerimaanPembiayaansetelahperubahan Rp 190.917.O79.139,O4

b. Pengeluaran Pembiayaan
l) Semula Rp 171.570.000.000,00
2) Bertambah Rp 0 .00

JumlahPenerimaanPembiayaansetelahperubahan Rp 171.570.000.000,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;

1) Semula Rp3.337.313.053.908,14
2) Berkurang R 1.055.559.333 64
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp3.336.257.494.574,50

b. Pendapatan Transfer;
1) Semula
2) Berkurang

Rp4.242.47 6.883.000,0O
(Rp 89.0s8.699.000,00)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp4. 1 53.4 1 8. 184.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sa}r
1) Semula Rp 13.915.344.735,00
2) Bertambah Rp 34.ss9.749.500,00
Jumlah L,ain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 48.475.O94.235,OO

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
bersumber atas:
a. Pajak Daerah;

1) Semula Rp2.797.559.165.839,00
2) Berkurang R 143.900.000.000 00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp2.653.659. 165.839,00

b. Retribusi Daerah;
1) Semu1a
2) Bertambah

Rp 11.431.298.44O,OO
Rp 2.t66.t7aJa8,00

13.597.476.628,OO

2) Bertambah RD 150.000. 000 .000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

1) Semula Rp ZS.32Z.|ZS.2}O,14

Jumlah
setelah

Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan
perubahan Rp 225.322.175.290,14
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d. l"ainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
1) Semula Rp 452.995.414.339,00
2) Berkurang (Rp 9.321 .737 .521,64).

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
setelah perubahan Rp 443.673.676.A17,36

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber
dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp4.213.O43.875.O00,00
2) Berkurang Rp (67.O87.793.000,00)

Jumlah Transfer Pusat setelah perubahan Rp4. 1 4s.956. 082.000,00

b. Transfer Antar Daerah
1) Semula Rp 29.433.008.000,00
2) Berkurang Rp (21.970.906.000,00)

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp 7 .462.|02.000,00

(3) l,ain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari:
a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 13.915.344.735,00
2) Bertambah Rp 34.559.749.500,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 48.475.094.235,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:
a. Belanja Operasional;

l) Semula Rp5.281.917.481.778,46
2) Bertambah Rp 70.096.576 .620,tA
Jumlah Belaaja Operasional setelah perubahan Rp5.352.0 I 4.058.398,64

b. Belanja Modal;
1) Semula
2) Bertambah

Rp 828.811.711.485,00
Rp 95.710.665.977 .60

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

c. Belanja Tidak Terduga;
l) Semula Rp 30.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) R
Jumlah Belanja Tidal Terduga setelah perubahan

d. Belanja Transfer.
l) Semula Rpr.340.196.088.

Rp 924.522.377.462,60

0 00
Rp 30.000.000.000,00

379,68,00
(89.234.672.292 38)

2) Bekuran Rp
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp1.250.96 1.4 16.087,30
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Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 huruf a
terdiri atas:
a. Belanja Pegawai

1) Semula
2) Berkurang

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp2.00 1. 14 1.758.353,85

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp1.482.265.411.055,00
2) Bertambah Rp 112.290.449.704.sO

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan RpI.594.555.860.763,50

Rp2.037.890. 55 1.882,46
Rp (36.748.793.528,611

c. Belanja Bunga
1) Semula
2) Berkurang

Rp 32.000.000.000,00
Rp (9.s00.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 22.500.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp 4.263.777.000,00
2) Berkurang Rp (3.027.400.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 5.236.377.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp 4.640.000.000,00
2) Berkurang Rp (2.200.000.000,00)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp 2.440.000.000,00

2) Bertambah Rp 24.444.797 .390,56

Rp 194.703.801.313,56

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung
setelah perubahan Rp 255.243.925.324,OO

d. Belanja Hibah
1) Semula Rp1.721.497.741.841,OO
2) Bertambah Rp 7.O82.320.440,29

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp1.728.580.O62.281,29

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1) Semula Rp 170.259.003.923,00

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin
setelah perubahan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1) Semula Rp 2O2.OOB.7La.100,OO
2) Bertambah Rp 53.235.2OT.224.OO
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d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1) Semula Rp 422.960.889.645,00
2) Bertambah Rp 14.265.454.363,O4

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
setelah perubahan Rp 437.226.344.008,04

e. Belanja Modal Aset Tetap l,ainnya
1) Semula Rp 28.933.099.817,00
2) Bertambah Rp 5.935.207.000.00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
setelah perubahan Rp 34.868.306.817,00

f. Belanja Modal Aset l,ainnya
1) Semula Rp 10.000.000,00

30.000.000,002) Bertambah Rp

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya
setelah perubahan Rp 40.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil

l) Semula Rp1.340.196.088.379,68
2) Berkurang RD 89.234.672.292 ,38)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp1.250.96 1.4 16.087,30

b. Belanja Bantuan Keuangan
l)Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp

Pasal 7

Rp 132.127.O79.t 39,04

0 00

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang terdiri
atas:
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula
2) Bertambah

Rp 58.790.000.000,00

JumlahPenerimaanpembiayaansetelahperubahan Rp rgo.grr.ozg.r3g,o4
b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 17I.57O.0OO.OOO,OO
2) Bertambah RD 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 171.570.000.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri
atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
a. Semula Rp 30.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 0.00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 30.000.000.000,00
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Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri
atas:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp 58.790.000.000,00
2) Bertambah Rp r32.r27 .O79 .139.O4

Jumlah Sisa kbih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
setelah perubahan Rp 190.917.079.139,04

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri
atas:
a. Penyertaan Modal

1) Semula
2) Bertambah

Rp 30.39O.O00.000,00
Rp 0,00

V Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp 30.390.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
l) Semula Rp 141.180.000.000,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
setelah perubahan Rp 141.180.000.000,00

c. Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula Rp
2) Bertambah RD 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Proyinsi l^ampung TA 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/ atau
c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan

publik.

(3) Keperluan mendesak 5glagairnana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a- Kebutuhan daerah datam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran be{alan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

0,00
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c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/ atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bag Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 1O

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:1 Lampiran' X'J"*T#Hilt -f,*ilil"i:"1ff3ff.u0"J.."'l::1:

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;v 2 r'ampiran' [[*T#ffi::lr#*ffiJ:"tTffi *T.":ffi
Daerah dan Organisasi;

3. l,ampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja

4 Lampiran IV 
s*:fr.:l;:*",}f*.;H'?ffr#tyffi,""'"TT#1ffi
Kegiatan beserta Keluaran;

5. tampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

v 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

8. t ampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan PPAS dengan Perubahan APBD;

9. L,ampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

r0. tampiranX 
fil;n"I::ffffi*ff1;*" Daerah yang terah ditetapkan

11. l^ampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 1 I

Gubernur menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l sebagai
operasional pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran
landasan
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Panl 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 September 2021

GI,'BERNT'R LI\MPUNG,

nd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Septonber 2021

SEKRETARIS LAMPUNG

rtd

tsannrzer, DARMINTo

LEMBARAN DAERAII PROVITSI LAMPTING TAHUIT 2021 I{OMOR.1..O.
NOMOR REGISTER PERATTTRAN DAERAH PROVTNSI LAMPUITG 111-158/20211

Aslinya,
IIUKIIU

Utema f,nda
96509(}5 199103 r (x)4


